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PENGURUSAN SURAT MASUK DI BADAN KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD) KABUPATEN 

MAGELANG 

 
Seicilia Eka Wulandari & Subiyantoro  

 

Abstract 

 

The administrative process within government agencies is crucial. The 

organizational hierarchy ensures that issues from the lower to the upper levels are 

always interconnected. Issues within an agency can be communicated through 

letters, therefore, managing incoming mail is crucial. Incoming mail management 

encompasses the entire process of receiving, recording, distributing, and archiving 

these letters so that they can be followed up appropriately and efficiently. Good 

management is crucial for maintaining a smooth flow of communication and 

ensuring that each letter is handled according to priority. The Regional Personnel, 

Education, and Training Agency of Magelang Regency is the government agency 

responsible for personnel management, human resource development, and the 

training and education of civil servants within the local government who will serve 

the public. Therefore, the incoming mail management process must be carried out 

efficiently and effectively to ensure rapid decision-making. 

Keywords: Incoming mail management – decision-making – quality service 

 

A. Pendahuluan 

Surat masuk adalah dokumen resmi 

yang diterima oleh sebuah organisasi atau 

instansi dari pihak eksternal, baik individu, 

organisasi lain, atau lembaga pemerintahan. 

Surat masuk dapat berupa dokumen, memo, 

atau pesan resmi dari pihak luar yang 

membutuhkan tindakan pencatatan, dan 

pengarsipan secara tepat. Pengurusan surat 

masuk mencakup seluruh proses 

penerimaan, pencatatan, distribusi, dan 

pengarsipan surat-surat tersebut agar dapat 

ditindaklanjuti dengan tepat dan efisien. 

Pengelolaan yang baik sangat penting untuk 

menjaga alur komunikasi yang lancar serta 

memastikan setiap surat ditangani sesuai 

prioritasnya. 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten 

Magelang adalah instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan 

kepegawaian, pengembangan sumber daya 

manusia, serta pelatihan dan pendidikan 

aparatur sipil di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Magelang. Sebagai 

lembaga yang menangani berbagai 

administrasi kepegawaian dan layanan 

publik, BKPPD Kabupaten Magelang 

menerima banyak surat masuk yang 

berkaitan dengan pengajuan, permohonan, 

pengaduan, serta kebijakan terkait 

kepegawaian. Bagi instansi, pengurusan 

surat masuk yang efektif membawa manfaat 

berupa peningkatan efisiensi operasional, 

akurasi dalam pelacakan dokumen, serta 

pengambilan Keputusan lebih cepat yang 

pada akhirnya meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan kepercayaan 

masyarakat. Pengurusan surat masuk di 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Magelang 

baik secara manual atau elektronik adalah 

serangkaian kegiatan pengurusan surat. 

Kegiatan tersebut dimulai dari penerimaan, 

pencatatan, pemberian lembar disposisi, 

distribusi, hingga penyimpanan surat. 

Meskipun sistem pengelolaan surat 

elektronik menawarkan berbagai 

keunggulan seperti efisiensi dalam 

distribusi dan pencatatan, kemudahan 

pelacakan status surat, pengurangan 

penggunaan kertas (paperless), serta 

peningkatan keamanan arsip digital, sistem 

ini juga tidak terlepas dari sejumlah 
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keterbatasan. Beberapa di antaranya 

mencakup ketergantungan terhadap 

infrastruktur jaringan dan perangkat keras, 

potensi gangguan teknis seperti crash 

sistem atau bug aplikasi, serta risiko 

kebocoran informasi apabila sistem 

keamanan tidak dikelola secara optimal. 

Oleh karena itu, penting untuk 

meneliti sistem pengelolaan surat masuk 

secara elektronik guna memahami sejauh 

mana efektivitasnya dalam mendukung 

kinerja administrasi, mengidentifikasi 

kendala yang muncul selama implementasi, 

serta merumuskan langkah-langkah 

perbaikan yang tepat. Penelitian yang 

berfokus pada pengurusan surat masuk 

secara elektronik ini menjadi dasar yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat diterapkan secara optimal dan 

berkelanjutan dalam menjawab tantangan 

birokrasi modern. 

Fokus utama diarahkan pada surat-

surat penting yang berasal dari satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD), karena surat 

jenis ini bersifat prioritas dan memerlukan 

tindaklanjut segera setelah diberikan 

disposisi. Aspek yang dianalisis mencakup 

prosedur teknis dari penerimaan hingga 

tahap penyimpanan surat.  

Dijabarkan pula oleh Finoza 

(2013:10), “surat adalah alat untuk 

menyampaikan suatu maksud secara 

tertulis. Kedudukan dan fungsi surat sangat 

penting bagi organisasi karena organisasi 

tanpa surat merupakan organisasi yang 

tidak dapat berjalan sesuai visi dan misinya. 

Organisasi dengan lalu lintas surat-

menyurat yang cukup banyak serta dengan 

pengurusan yang sebaik-baiknya menjadi 

alat ukur bahwa organisasi tersebut 

mempunyai aktivitas tinggi.  

Di sisi lain, walaupun aktivitasnya 

tinggi, tetapi tanpa memiliki atau 

menyimpan surat-menyurat, organisasi 

tersebut secara administratif dianggap 

sebagai organisasi yang tidak efektif. Maka 

di dalam organisasi diperlukan beberapa 

orang yang memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan sistem surat-menyurat 

yang baik”. Priansa (2017:174) menjelakan 

bahwa “surat merupakan salah satu sarana 

komunikasi tertulis”. Oleh karena itu, 

seseorang yang menulis surat harus 

menguasai tata tulisan dan memiliki 

keterampilan menulis kalimat efektif dan 

mengembangkan paragraf serta dapat 

mengaplikasikan kaidah-kaidah ejaan yang 

berlaku untuk penulisan bahasa yang 

digunakan. Surat merupakan informasi 

tertulis dibuat dengan persyaratan tertentu. 

Informasi tertulis adalah informasi berupa 

kabar atau berita, seperti penawaran, 

pesanan, panggilan, permohonan, dan 

sebagainya. 

Pada tulisan ini akan difokuskan pada 

penelitian surat elektronik  yang saat ini 

semakin banyak digunakan di organisasi 

untuk efisiensi penggunaan kertas. Menurut 

Suyanto dan Jihad (2013:87) bahwa surat 

elektronik atau e-mail merupakan media 

komunikasi elektronik dalam bentuk surat 

yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengirim dan menerima pesan secara instan 

melalui jaringan internet. Hal senada juga 

disampaikan oleh Nurjamal (2014:109), 

surat elektronik adalah “surat yang 

dikirimkan melalui jaringan internet dengan 

menggunakan perangkat komputer atau 

sejenisnya yang memungkinkan pengirim 

dan penerima saling berkomunikasi dalam 

bentuk tulisan secara cepat dan efisien”. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Menurut Walidin dkk (2015:125), 

“Observasi (pengamatan) merupakan studi 

yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. 

Sementara itu, Sugiyono (2016:145) 

berpendapat bahwa “Observasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung kegiatan yang 

sedang berlangsung, baik dalam situasi yang 

sudah dirancang ataupun dalam situasi 

alamiah”. Berdasarkan pendapat tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa observasi 

adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara sistematis dengan cara 
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mengamati suatu fenomena atau aktivitas 

secara langsung, baik dalam situasi yang 

telah dirancang maupun dalam kondisi 

alami. 

Dalam metode observasi ini, peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pengurusan surat 

masuk, dimulai dari penerimaan surat, 

pemeriksaan surat, pencatatan surat ke 

dalam buku agenda, distribusi disposisi 

surat hingga penyimpanan surat masuk 

dengan menggunakan instrument berupa 

check list observasi dibantu dengan alat 

bantu berupa alat tulis. 

b. Metode Wawancara 

Menurut Moleong (2017:186), 

wawancara adalah “Proses mendapatkan 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara bertanya langsung kepada narasumber, 

di mana pewawancara dan narasumber 

terlibat dalam percakapan yang berstruktur 

maupun tidak berstruktur”. Adapun 

menurut Sulistyo (2019:7) wawancara ialah 

“Proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara 

tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian”. Dari 

kedua pendapat tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa wawancara adalah 

metode pengumpulan data dalam penelitian 

yang dilakukan melalui interaksi langsung 

antara pewawancara dan narasumber dalam 

bentuk tanya jawab, baik secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur. 

c. Metode Dokumentasi 

Sugiyono (2018:240), menjelaskan 

bahwa “Metode dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data dari dokumen yang 

telah ada, seperti catatan, arsip, laporan, 

foto, video, dan lain-lain”.  Dengan ini 

peneliti melakukan pengumpulan data 

melalui barang-barang tertulis atau 

dokumen yang telah ada, seperti catatan, 

arsip, laporan, foto, dan video. Data dari 

dokumen ini sangat berguna dalam 

melengkapi informasi yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi. 

d. Metode Partisipasi 

Mulyadi (2007:45), mendefinisikan 

partisipasi sebagai “Keterlibatan aktif 

individu atau kelompok dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan 

kehidupan bersama, serta kontribusi nyata 

dalam pelaksanaan hasil keputusan 

tersebut”. Sedangkan Hermawan 

(2019:148) berpendapat bahwa “Observasi 

partisipasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan di mana peneliti terlibat 

dalam keseharian informan”. Kedua 

pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif 

individu dalam suatu kegiatan, baik dalam 

pengambilan keputusan maupun dalam 

pelaksanaan hasil keputusan tersebut. 

Dalam konteks penelitian, observasi 

partisipatif merupakan metode 

pengumpulan data di mana peneliti ikut 

serta dalam aktivitas sehari-hari informan 

untuk memperoleh informasi secara 

langsung. 

 

2. Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016:246), 

“Analisis data adalah proses yang dilakukan 

dengan cara mengorganisasikan data, 

menganalisis data, dan menyajikan data 

yang telah dikumpulkan sehingga dapat 

memberikan makna atau informasi yang 

berguna”. Dalam melakukan analisis data, 

penulis menggunakan metode deskriptif 

yang menurut Nazir (2005:63) adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Menurut Miles & Huberman 

(1992:16-18), analisis data terdiri dari tiga 

tahap utama, yaitu reduksi data, pemaparan 

data, dan penarikan kesimpulan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Sebuah surat berfungsi sebagai sarana 

komunikasi dalam penyampaian informasi 

secara resmi antara individu, organisasi 

atau instansi. Dalam pemahaman lain 

mengenai fungsi surat, Priansa (2017:174) 

menguraikan bahwa “surat memiliki 

sejumlah fungsi yang melekat. Fungsi 

tersebut dapat berupa fungsi umum ataupun 

fungsi khusus. Fungsi umum surat secara 
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garis besar adalah sebagai bukti hitam di 

atas putih; pengungkap banyak hal 

informasi; perekam peristiwa, sehingga 

surat dapat dapat dibaca kembali oleh 

pembaca.  

Surat masuk menurut Sutarto 

(2011:101) adalah “dokumen yang 

dikirimkan dari pihak eksternal kepada 

suatu organisasi dengan maksud 

menyampaikan informasi atau permintaan 

tertentu, yang memerlukan respons dari 

pihak penerima”. Adapun pengertian lain 

mengenai surat masuk menurut Nuraida 

(2014:88) adalah “surat yang masuk ke 

dalam suatu instansi atau perusahaan atau 

bagian lain dari instansi atau perusahaan, 

yang berasal dari instansi atau perusahaan 

lain atau dari bagian lain dari instansi atau 

perusahaan yang sama”. 

Pengurusan surat masuk sendiri 

secara umum dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang meliputi 

beberapa tahapan, mulai dari penerimaan, 

pencatatan, pengklasifikasian, 

pendistribusian hingga penyimpanan surat 

yang diterima oleh suatu institusi atau 

organisasi. Menurut Moekijat (2009:143) 

“pengurusan surat masuk adalah 

serangkaian tindakan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan, pengelompokan, 

dan pengiriman surat ke pihak yang 

berwenang atau unit terkait, untuk 

memastikan surat tersebut ditindaklanjuti 

sesuai dengan prosedur yang berlaku di 

organisasi tersebut”. 

Sementara itu, Nuraida (2014:92) 

menyatakan bahwa “pengelolaan surat 

secara digital memungkinkan suatu instansi 

atau perusahaan untuk melakukan 

klasifikasi dan penyimpanan dokumen 

dengan lebih sistematis. Dengan adanya 

sistem ini, organisasi dapat meminimalkan 

risiko kehilangan surat serta mempercepat 

alur informasi antara pihak terkait”. 

Dalam konteks modern, penggunaan 

teknologi informasi menjadi faktor 

pendorong utama yang memungkinkan 

peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi, pengurangan risiko kesalahan 

manusia serta kemudahan akses terhadap 

dokumen secara cepat dan akurat. Maka, 

integrasi sistem elektronik dalam 

pengurusan surat masuk bukan sekadar opsi 

pelengkap melainkan kebutuhan mendasar 

yang mencerminkan kesiapan suatu 

institusi dalam merespon dinamika kerja 

yang serba cepat, kompleks, dan berbasis 

data. 

Tujuan pengurusan surat masuk 

menurut Mulyadi (2001:84) adalah “untuk 

memastikan bahwa surat-surat yang 

diterima diproses dan didistribusikan secara 

efektif sehingga informasi yang dibutuhkan 

dapat diakses oleh pihak yang 

berkepentingan secara tepat waktu”. Hal itu 

diperjelas oleh Suraja (2006:117), 

pengurusan surat masuk bertujuan untuk 

menjamin agar surat tidak hilang, tidak 

rusak, dan dapat disediakan bilamana 

diperlukan”. 

Menurut Purwanto (2008:170), “surat 

elektronik atau e-mail adalah salah satu 

bentuk atau cara pengiriman surat, 

informasi atau pesan yang dilakukan secara 

elektronik tanpa menggunakan jasa 

pengiriman fisik”. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan surat dalam bentuk 

digital tidak hanya mempersingkat waktu 

distribusi tetapi juga menghilangkan 

ketergantungan terhadap proses 

konvensional seperti pencetakan dan 

pengiriman manual. Dalam lingkup 

organisasi modern, sistem penerimaan surat 

elektronik mendukung konsep paperless 

office yang ramah lingkungan dan 

mengedepankan efisiensi kerja. 

Lebih jelas, Siregar (2019:45) 

menambahkan bahwa Prosedur pengurusan 

surat masuk dimulai dari penerimaan surat 

yang kemudian dicatat dalam buku agenda 

atau sistem elektronik, diteruskan kepada 

pihak yang berwenang dan setelah disposisi 

selesai lalu didistribusikan sesuai isi 

disposisi dan akhirnya disimpan di arsip 

untuk referensi di masa mendatang. 

Tahapan ini memastikan surat tertangani 

dengan efisien yang akurat. 

Selanjutnya, Rifka (2017:75), 

menyatakan bahwa “Prosedur adalah urutan 

kerja atau kegiatan yang terencana untuk 
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menangani pekerjaan yang berulang dengan 

cara seragam dan terpadu”. Dari kedua 

pendapat tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa prosedur merupakan serangkaian 

langkah yang dirancang untuk memastikan 

suatu pekerjaan yang berulang dapat 

dilakukan secara konsisten dan 

terkoordinasi. Penyusunannya melibatkan 

berbagai pihak dalam suatu departemen 

atau organisasi guna menjaga keseragaman 

dalam penanganan transaksi atau tugas 

tertentu. Dengan adanya prosedur, setiap 

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan 

urutan yang telah ditetapkan sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan secara efisien 

dan sistematis. 

Pada bagian ini, penulis menguraikan 

hasil temuan dari setiap data yang diperoleh 

selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) melalui berbagai metode 

pengumpulan data, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan partisipasi 

langsung. Analisis ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai 

kondisi faktual dalam hal pengurusan surat 

masuk di BKPPD Kabupaten Magelang 

khususnya pada Bagian Sekretariat (Front 

Office). 

1. Pengertian Surat Masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang 

Surat masuk merupakan salah satu 

elemen penting dalam sistem administrasi 

perkantoran, terutama dalam instansi 

pemerintahan seperti Badan Kepegawaian, 

Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 

(BKPPD) Kabupaten Magelang. Secara 

umum, surat masuk dapat didefinisikan 

sebagai setiap dokumen tertulis yang 

diterima oleh instansi dari pihak eksternal 

maupun internal yang berisi informasi 

resmi yang harus diproses lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di 

BKPPD Kabupaten Magelang, surat masuk 

memiliki peran strategis dalam mendukung 

berbagai aspek administrasi, termasuk  

pengelolaan  kepegawaian, koordinasi  

antarinstansi serta penyimpanan dokumen 

yang menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan. 

Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan bersama dengan Arsiparis 

Bagian Sekretariat BKPPD Kabupaten 

Magelang, surat masuk diartikan sebagai 

dokumen resmi yang diterima oleh instansi 

dan menjadi bagian dari arus informasi yang 

harus dicatat serta didistribusikan sesuai 

dengan tujuan dan kebutuhannya. Arsiparis 

tersebut menekankan bahwa pengurusan 

surat masuk tidak hanya sekedar mencatat 

dan menyimpan dokumen tetapi juga 

memastikan bahwa setiap surat diproses 

dengan cepat dan tepat agar informasi yang 

terkandung di dalamnya dapat ditindak 

lanjuti secara efektif. Efektivitas 

pengurusan surat masuk sangat bergantung 

pada ketepatan pencatatan, kecepatan 

distribusi serta sistem dokumentasi yang 

baik untuk kebutuhan arsip dan audit. 

Dengan pengertian yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa surat masuk berperan penting dalam 

mendukung administrasi dan pengambilan 

keputusan di suatu instansi, termasuk 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang. 

2. Fungsi Surat Masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang 

Surat masuk memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses komunikasi 

suatu organisasi, khususnya dalam 

pemerintahan dan sektor formal lainnya. 

Fungsi utama dari surat masuk adalah 

menyampaikan informasi penting yang 

terkandung di dalamnya kepada pimpinan 

untuk diproses, ditindak lanjuti, atau 

dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan isi surat tersebut. 

Adapun fungsi surat masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang, meliputi: 

a. Sebagai sarana komunikasi SKPD atau 

instansi terkait 

Dalam lingkup pemerintahan, 

terutama pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD), surat masuk digunakan 

sebagai alat komunikasi resmi antara satu 

instansi dengan instansi lainnya. Selain itu, 

komunikasi antar SKPD melalui surat 

masuk juga mencerminkan tatakelola 

administrasi yang baik dan tertib. Dengan 

adanya surat masuk, setiap komunikasi 
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yang dilakukan dapat terdokumentasikan 

dengan jelas sehingga memudahkan 

koordinasi antar unit kerja dalam 

menjalankan tugas dan fungsi masing- 

masing. Contohnya surat permohonan 

usulan Plt dari Kecamatan Srumbung. Surat 

tersebut diterima di Bagian Front Office 

Sekretariat BKPPD Kabupaten Magelang 

yang selanjutnya akan didisposisikan oleh 

pimpinan 

ke Bidang Pengembangan Karir untuk 

ditindak lanjuti. 

b. Sebagai alat bukti tertulis 

Surat masuk memiliki kekuatan 

sebagai dokumen resmi yang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam 

berbagai keperluan administratif dan 

hukum. Keberadaan surat masuk 

memungkinkan suatu organisasi untuk 

memiliki rekam jejak komunikasi yang 

valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam dunia kerja dan pemerintahan seperti 

BKPPD Kabupaten Magelang, banyak 

keputusan yang didasarkan pada surat 

masuk yang diterima. Surat masuk memiliki 

nomor surat, tanggal serta tanda tangan 

pejabat yang berwenang dapat menjadi 

bukti sah dalam berbagai situasi. 

c. Sebagai wakil pengirim 

Surat masuk mewakili pengirim 

dalam menyampaikan maksud, informasi, 

atau permohonan tertentu kepada penerima. 

Karena surat merupakan bentuk 

komunikasi tertulis, isi surat dapat 

memberikan kejelasan mengenai pesan 

yang ingin disampaikan tanpa perlu 

kehadiran langsung dari pengirim. Sebagai 

contoh permohonan mutasi, pengajuan 

kenaikan pangkat ASN, dan permohonan 

cuti besar atau izin belajar, surat edaran dari 

BKN mengenai mekanisme pengangkatan 

CPNS dan PPPK, serta SK CPNS, PPPK, 

dan pensiun. Maka dari itu, surat masuk 

dapat dikatakan sebagai wakil pengirim 

karena fungsinya sangat penting dalam 

memastikan komunikasi dan administrasi 

berjalan dengan baik tanpa harus 

melibatkan pertemuan tatap muka. 

d. Sebagai alat pengingat 

Dalam praktik administrasi surat 

menyurat di BKPPD Kabupaten Magelang, 

surat masuk memiliki peran strategis 

sebagai alat pengingat yang efektif dalam 

menjaga keteraturan dan kesinambungan 

pelaksanaan tugas. Melalui surat masuk, 

setiap informasi resmi yang diterima baik 

berupa undangan, pemberitahuan, instruksi 

maupun permintaan data dari instansi lain 

dapat terdokumentasi dengan jelas sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan saat 

diperlukan kembali. Fungsi pengingat ini 

menjadi sangat penting, terutama dalam hal 

pengelolaan waktu dan penjadwalan 

kegiatan. Sebagai contoh, ketika BKPPD 

menerima surat dari BKN yang menetapkan 

batas waktu penginputan data ASN dalam 

sistem nasional, surat tersebut menjadi 

dasar bagi petugas terkait untuk menyusun 

rencana kerja dan memastikan 

seluruh data dikirim sebelum tenggat 

waktu. 

e. Sebagai pedoman pelaksana kerja 

Surat masuk juag berfungsi sebagai 

pedoman pelaksana kerja di BKPPD 

Kabupaten Magelang karena menjadi dasar 

formal yang mengarahkan tindakan atau 

keputusan suatu kegiatan kedinasan. Setiap 

surat yang diterima, baik dari instansi 

pemerintah pusat, daerah maupun lembaga 

lain yang biasanya berisi instruksi, 

permintaan data atau kebijakan yang harus 

ditindak lanjuti sesuai kewenangan dan 

tupoksi bidang terkait. Contohnya, surat 

masuk dari BKN terkait pelaksanaan seleksi 

kompetensi PPPK, surat tersebut menjadi 

rujukan dalam menyusun jadwal seleksi, 

menetapkan lokasi ujian, berkoordinasi 

dengan instansi terkait seperti Dinas 

Pendidikan atau Dinas Kesehatan serta 

menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan 

seleksi. Dengan begitu, surat masuk tidak 

hanya menjadi dokumen arsip tetapi juga 

menjadi titik awal perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan 

akuntabel. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, 

surat masuk memainkan peran krusial 

dalam mendukung efektivitas kerja dan 

tatakelola administrasi di BKPPD 

Kabupaten Magelang. Sebagai sarana 
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komunikasi resmi antar instansi, surat 

masuk menjamin terciptanya koordinasi 

yang terdokumentasi dengan baik antar unit 

kerja. Fungsi sebagai alat bukti tertulis 

memperkuat posisi surat masuk sebagai 

dokumen sah yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan 

administratif. 

3. Klasifikasi Surat Masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang 

Dalam menjalankan tugas 

administrasi, BKPPD Kabupaten Magelang 

menerima berbagai jenis surat yang 

memerlukan penanganan sesuai dengan 

tingkat urgensi dan kepentingannya. Surat-

surat tersebut berasal dari para SKPD, BKD 

Pusat dan Provinsi, dan lembaga terkait 

dengan kepentingan masing-masing. Maka 

dari itu, untuk memastikan pengelolaan 

surat yang efektif dan efisien diperlukan 

sistem penggolongan surat masuk 

berdasarkan kategori tertentu. 

Penggolongan ini bertujuan untuk 

mempermudah proses pencatatan, 

penyimpanan, serta distribusi surat kepada 

unit terkait sehingga dapat mendukung 

kelancaran administrasi dan pelayanan di 

lingkungan BKPPD Kabupaten Magelang. 

Berikut penggolongan surat di BKPPD 

Kabupaten Magelang berdasarkan sifatnya 

yang dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Surat Biasa 

Surat biasa merupakan salah satu 

jenis surat masuk yang memiliki sifat 

umum, siapapun boleh membaca, dan tidak 

memerlukan penanganan secara khusus. 

Surat ini umumnya, berisi komunikasi 

administratif rutin, seperti pemberitahuan, 

laporan, permohonan, atau penyampaian 

informasi dari instansi lain maupun pihak 

eksternal yang berkepentingan dengan 

BKPPD Kabupaten Magelang. 

Pada gambar 2, akan dipaparkan 

contoh surat biasa yang berasal dari Dinas 

Lingkungan Hidup, ditujukan kepada 

BKPPD Kabupaten Magelang dengan isi 

Laporan Penyelesaian Pendaftaran PPPK 

Periode II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Contoh Surat Laporan di BKPPD Kabupaten Magelang 

Sumber: Bagian Sekretariat BKPPD Kabupaten Magelang, 2025 
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b. Surat Rahasia 

Surat rahasia adalah jenis surat masuk 

yang memiliki informasi penting dan 

bersifat terbatas, sehingga hanya boleh 

diketahui dan ditangani oleh pihak-pihak 

berwenang. Surat ini biasanya berisi hal-hal 

yang menyangkut kebijakan strategis, data 

kepegawaian yang bersifat pribadi, atau 

informasi lain yang dapat berdampak pada 

instansi jika tersebar luas. Karena sifatnya 

yang rahasia, pengelolaan surat ini harus 

dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang 

tinggi. Surat rahasia biasanya diberi tanda 

atau 

label khusus untuk membedakannya dari 

jenis surat lain. Proses pengurusannya pun 

dilakukan dengan prosedur khusus karena 

meliputi permasalahan kepegawaian seperti 

pernikahan, perceraian dan kasus 

kedisiplinan pegawai. Pengurusan surat 

masuk yang bersifat rahasia; proses 

pencatatannya hanya mencatat informasi 

yang tersedia pada amplop seperti asal 

instansi, nomor surat, tanggal surat, dan 

perihal dicatat “RAHASIA” lalu surat 

tersebut langsung disediakan kepada 

pimpinan atau bidang terkait sehingga surat 

rahasia tetap dapat diproses dengan 

menjaga kerahasiaan dan informasi penting 

surat tersebut. 

c. Surat Penting 

Surat penting adalah dokumen yang 

berisi informasi krusial bagi instansi, baik 

dalam hal administrasi, kebijakan, maupun 

pengambilan keputusan. Surat ini harus 

segera ditindaklanjuti karena dapat 

memengaruhi jalannya tugas dan layanan di 

BKPPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Contoh Surat Permohonan di BKPPD 

Sumber: Srikandi Pencatat Surat Sekretariat, 2025 
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d. Surat Segera 

Surat segera adalah surat masuk yang 

memerlukan penanganan cepat karena 

berisi informasi atau kegiatan yang 

mendesak dan harus segera ditindaklanjuti. 

Surat ini biasanya berkaitan dengan hal-hal 

yang berdampak langsung pada kegiatan 

administrasi, kebijakan, atau layanan 

kepegawaian sehingga keterlambatan 

dalam penanganannya dapat menghambat 

jalannya tugas instansi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Contoh Surat Segera: Permintaan Data di BKPPD 

Sumber: Srikandi Pencatat Surat Sekretariat, 2025 

 

Berdasarkan observasi yang telah 

penulis lakukan, penggolongan surat di 

BKPPD Magelang digolongkan 

berdasarkan sifat surat yang dibedakan 

menjadi 4, yaitu surat biasa, surat penting, 

surat rahasia, dan surat segera. 



Caritas pro Serviam, Volume 51, No. 02, November 2025 

  

40  

4. Pengurusan Surat Masuk secara 

Elektronik BKPPD Kabupaten 

Magelang 

a. Pengertian Pengurusan Surat Masuk di 

BKPPD Kabupaten Magelang. 

Pengurusan surat masuk merupakan 

suatu proses penting dalam administrasi 

pemerintahan yang bertujuan untuk 

mengelola setiap dokumen yang diterima 

secara efektif dan efisien. Surat masuk dapat 

berupa dokumen fisik maupun elektronik 

yang mengandung informasi penting untuk 

kelancaran operasional suatu instansi. 

Dalam konteks BKPPD Kabupaten 

Magelang, pengelolaan surat masuk 

memiliki peranan strategis dalam 

memastikan komunikasi antar bidang atau 

antar SKPD berjalan dengan baik dan setiap 

informasi dapat segera ditindaklanjuti. 

Penggunaan sistem elektronik dalam 

pengurusan surat masuk memberikan 

beberapa manfaat signifikan, seperti 

kecepatan dalam pencatatan, transparansi 

dalam pelacakan dokumen serta kemudahan 

dalam penyimpanan dan pengarsipan. 

Dengan penerapan yang optimal, sistem ini 

dapat membantu meningkatkan efektivitas 

kerja di BKPPD Kabupaten Magelang dan 

mendukung reformasi birokrasi dalam 

bidang administrasi. 

Berdasarkan wawancara dengan Staf 

Administrasi Sekretariat BKPPD 

Kabupaten Magelang, pengurusan surat 

masuk di BKPPD Kabupaten Magelang 

telah beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi. Meskipun masih terdapat surat 

masuk dalam bentuk fisik, penggunaan 

sistem elektronik mulai diterapkan untuk 

mempermudah pencatatan dan distribusi 

surat. Sistem ini bertujuan untuk 

mengurangi ketergantungan pada dokumen 

cetak, meningkatkan efisiensi dalam 

pencarian data serta meminimalkan risiko 

kehilangan arsip penting. Namun demikian, 

masih terdapat tantangan dalam 

implementasi sistem ini, seperti perlunya 

peningkatan infrastruktur dan kesiapan 

sumber daya manusia dalam 

mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh 

karena itu, upaya untuk mengembangkan 

sistem pengelolaan surat masuk berbasis 

elektronik seperti Srikandi perlu terus 

dilakukan guna memastikan pelayanan 

publik yang lebih baik dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dari pemaparan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa pengelolaan surat 

masuk secara elektronik merupakan suatu 

inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi 

administrasi di BKPPD Kabupaten 

Magelang. Meskipun implementasinya 

masih menghadapi beberapa kendala, 

potensi manfaat yang ditawarkan sangat 

besar dalam hal percepatan proses kerja, 

transparansi, dan keamanan data. Oleh 

karena itu, diperlukan komitmen yang lebih 

kuat dari semua pihak terkait, baik dalam 

aspek pengembangan sistem maupun 

peningkatan kapasitas SDM agar sistem 

pengurusan surat masuk berbasis elektronik 

dapat berjalan optimal dan mendukung tata 

kelola pemerintahan yang lebih modern dan 

efektif. 

b. Tujuan Pengurusan Surat Masuk bagi 

BKPPD Kabupaten Magelang  

Dalam sebuah instansi, kelancaran 

administrasi merupakan faktor penting 

yang menentukan efektivitas dan efisiensi 

kerja. Kelancaran tersebut didapatkan dari 

berjalannya tujuan yang telah ditentukan 

sebagai dasar. Bagi BKPPD Kabupaten 

Magelang sendiri, pengurusan surat masuk 

memiliki peran penting dalam mendukung 

efektivitas kerja serta kelangsungan 

operasional instansi. Adapun tujuan dari 

pengurusan surat masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang menurut Arsiparis 

Sekretariat BKPPD Kabupaten Magelang, 

yaitu: 

1) untuk penyelesaian koordinasi lintas 

instansi/OPD. 

BKPPD tidak hanya mengelola 

urusan kepegawaian di lingkup internal 

namun juga harus berkoordinasi dengan 

instansi lain seperti BKN, Kementrian 

PAN-RB serta OPD agar memastikan 

kelancaran administrasi ASN. Misalnya, 

dalam pengajuuan kenaikan pangkat atau 

pensiun ASN, BKPPD harus berkoordinasi 

dengan BKN untuk mendapatkan 
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persetujuan dan penerbitan SK yang sah. 

2) untuk menjamin ketepatan proses 

administrasi kepegawaian. 

Bagi BKPPD, surat merupakan 

sarana koordinasi yang memiliki nilai 

penting dalam penyampaian komunikasi. 

Oleh karena itu, setiap surat yang masuk 

harus diproses dengan akurat dan tepat 

waktu agar tidak menghambat dan 

memberikan dampak ke berbagai pihak, 

seperti penundaan nutasi pegawai, 

keterlambatan pencairan tunjangan atau 

kendala dalam pengangkatan pegawai baru. 

3) untuk dokumentasi dan arsip 

kepegawaian. 

Surat masuk tidak hanya diproses 

untuk kepentingan administrasi namun juga 

sebagai bahan dokumentasi dan arsip 

kepegawaian sebagai referensi dalam 

berbagai keperluan di masa mendatang. 

Dengan adanya pengarsipan yang tertata, 

BKPPD dapat memastikan bahwa seluruh 

dokumen penting tersimpan dan mudah 

diakses ketika dibutuhkan kembali. 

c. Prosedur Pengurusan Surat Masuk di 

BKPPD Kabupaten Magelang  

Sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan adminisitrasi 

kepegawaian, BKPPD harus memastikan 

bahwa setiap dokumen yang masuk dapat 

ditangani dengan cepat, tepat dan sesuai 

prosedur. Prosedur merupakan proses yang 

mencakup beberapa tahapan mulai dari 

penerimaan hingga penyimpanan surat. 

Prosedur ini bertujuan untuk memudahkan 

pegawai dalam alur pengurusan surat 

sehingga memastikan surat dapat tertangani 

dan ditindaklanjuti dengan tepat. 

Dalam kegiatan pengurusan surat 

masuk di BKPPD Kabupaten Magelang, 

petugas penerima dan pencatat suratnya 

berbeda. Surat masuk akan diterima oleh 

Staf Front Office lalu setelah digandakan, 

surat tersebut akan dicatat oleh Staf 

Administrasi Sekretariat untuk diberi 

disposisi dan disediakan kepada pimpinan. 

Namun, pada saat ini posisi staf Front 

Office di BKPPD Kabupaten Magelang 

sedang kosong sehingga tugas penerimaan 

dan pencatatan surat dilakukan oleh Staf 

Administrasi. Jika Staf Administrasi sedang 

cuti ataupun dinas luar, maka kegiatan 

pengurusan surat akan dilakukan oleh 

Arsiparis Sekretariat. Hal ini menyebabkan 

pengurusan surat masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelag terus mengalami 

penyesuaian prosedur dan tindak lanjut 

karena terdapat tumpang tindih tugas yang 

berdampak pada terdapat surat yang terlewat 

untuk diproses dan tindak lanjut disposisi 

surat tidak tepat dan cepat. Berikut ini 

prosedur pengurusan surat masuk secara 

manual dan elektronik di BKPPD 

Kabupaten Magelang sebagai berikut. 

1) Penerimaan Surat 

Kegiatan pertama yang dilakukan 

dalam pengurusan surat masuk ialah 

penerimaan surat. Penerimaan surat di 

BKPPD Kabupaten Magelang dilakukan 

dengan berbagai cara karena diterima dari 

beberapa sumber, yaitu pihak pengirim 

secara langsung, melalui jasa ekspedisi atau 

Sistem Informasi seperti Srikandi. Uraian 

cara penerimaan, sebagai berikut: 

a) Surat yang diterima secara langsung 

dari pihak pengirim akan dilakukan 

pengecekan oleh Staf Front Office 

mulai dari tujuan surat, tanggal surat, 

nomor surat, dan lampiran surat jika 

ada. Kemudian akan diberikan paraf 

dan tanggal terima pada buku 

penerimaan surat yang dibawa oleh 

pengirim sebagai tanda terima. 

b) Surat yang diterima melalui jasa 

ekspedisi akan diterima dan dicek oleh 

Satpam juga dicatat ke Buku Agenda 

Penerimaan Surat, lalu akan diserahkan 

pada Staf Front Office. Kemudian Staf 

Front Office akan membubuhkan paraf 

juga tanda terima pada Buku 

Penerimaan Surat sebagai bukti terima. 

c) Surat yang diterima melalui Srikandi 

akan dipelajari dan digandakan oleh 

Staf Front Office kemudian diserahkan 

kepada Staf Administrasi untuk dicatat 

ke dalam Buku Agenda Surat Masuk 

dan diberi Lembar Disposisi sebelum 

disediakan kepada pimpinan untuk 

diberikan disposisi sebagai tindak 

lanjut.



Caritas pro Serviam, Volume 51, No. 02, November 2025 

  

42  

Gambar 4 

Lembar Disposisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bagian Sekretariat, 2025 

 

Berdasarkan hasil observasi penulis, 

proses penerimaan surat masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang dinilai cukup baik. 

Karena siapapun petugas yang menerima 

surat diwajibkan mengecek kebenaran 

alamat/tujuan surat untuk menghindari 

terjadinya surat salah alamat 

sehingga surat dapat langsung diproses 

sesuai alur dan prosedurnya. 

2) Pengecekan Surat 

Berdasarkan observasi penulis, proses 

pengecekan surat di BKPPD Kabupaten 

Magelang dikatakan cukup baik. Staf yang 

bertugas menerima surat melakukan 

pengecekan surat sesuai dengan 

prosedurnya. Namun, tidak jarang terdapat 

surat yang salah alamat karena 

ketidakberadaan staf di tempat saat 

pengirim surat datang. 

3) Pencatatan Surat 

Proses selanjutnya dalam prosedur 

pengurusan surat masuk adalah pencatatan 

surat yang bertujuan untuk 

mendokumentasikan dan mengarsipkan 

surat secara sistematis. Pencatatan surat di 

BKPPD Kabupaten Magelang dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara manual dan 

juga secara elektronik dengan media 

Srikandi. 

Berdasarkan observasi penulis, proses 

pencatatan surat di BKPPD Kabupaten 

Magelang masih belum berjalan secara 

efektif dan efisien. Pencatatan surat masuk 

masih dilakukan secara manual melalui 

buku agenda yang memerlukan waktu lebih 

lama dalam pencatatan dan pencarian data 

ketika dibutuhkan serta berisiko terjadi 

kesalahan atau kehilangan informasi karena 

tidak terbacanya tulisan. Sementara itu, 

penggunaan aplikasi Srikandi untuk 

pencatatan surat juga belum sepenuhnya 

optimal karena masih terdapat kendala, 

hambatan, dan keterbatasan keterampilan 

petugas dalam pemanfaatannya. Hal ini 

menyebabkan adanya duplikasi pekerjaan 

juga duplikasi dokumen yang diterima 

pimpinan karena pencatatan dilakukan di 

dua tempat sekaligus sehingga 

meningkatkan potensi ketidaksesuaian data 

serta memperlambat proses administrasi. 

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan 

perbaikan sistem pencatatan surat agar lebih 

terintegrasi. 

4) Pemberian Lembar Disposisi 
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Lembar disposisi merupakan 

dokumen yang digunakan untuk mencatat 

arahan atau instruksi pimpinan terkait 

tindak lanjut surat. Setelah surat dicatat, 

proses selanjutnya adalah pemberian 

lembar disposisi. Pada umumnya, lembar 

disposisi berisi informasi penting, meliputi 

asal surat, tanggal surat, perihal, tanggal 

diterima, dan nomor agenda. Namun, 

kolom lembar disposisi di BKPPD 

Kabupaten Magelang yang diisi oleh Staf 

Administrasi hanya kolom tanggal diterima 

dan nomor agenda karena sebagai kendali 

staf juga untuk memperingkas informasi 

yang dibaca pimpinan. Surat-surat yang 

telah diberi lembar disposisi dijadikan satu 

di dalam map lalu diserahkan kepada 

pimpinan untuk diberikan arahan atau 

intruksi mengenai tindak lanjut yang 

diperlukan, seperti untuk diketahui, tindak 

lanjut sesuai ketentuan, proses sesuai 

ketentuan, atau perintahkan dan teruskan ke 

bidang terkait atau staf yang ditunjuk. Jika 

surat berbentuk elektronik, maka pemberian 

disposisi akan dilakukan secara langsung 

oleh pimpinan pada menu disposisi 

Srikandi yang kemudian isi disposisi 

tersebut akan dimonitoring oleh Staf 

Administrasi untuk dicatat pada buku 

agenda. Berikut contoh lembar disposisi 

pada Srikandi. 

Gambar 5 

Lembar Disposisi manual pada BKPPD Kabupaten Magelang 

 

 

Sumber: Bagian Sekretariat, 2025 Gambar  

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan 

penulis, pemberian lembar disposisi di 

BKPPD Kabupaten Magelang telah 

terlaksana dengan baik. Proses distribusi 

dan tindak lanjut terhadap lembar disposisi 

berjalan efektif, memastikan bahwa setiap 

instruksi dan arahan pimpinan dapat 

diterima dan dijalankan secara tepat 

oleh pihak terkait. Hal itu 

berdampak pada berjalannya proses tindak 

lanjut surat dengan tepat baik surat yang 

diterima manual maupun elektronik. 

5) Distribusi Surat 

Proses selanjutnya pada pengurusan 

surat masuk adalah distribusi surat yang 

merupakan tahapan penting untuk 
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memastikan surat yang diterima dapat 

segera ditindaklanjuti oleh pihak yang 

berwenang. Dalam sistem distribusi 

elektronik, surat masuk yang diterima 

secara manual akan dipindai menggunakan 

scanner lalu diunggah kedalam Srikandi 

oleh staf Front Office. Setelah itu, surat 

dicatat ke dalam Buku Agenda dan diberi 

lembar disposisi oleh Staf Administrasi 

kemudian diserahkan langsung kepada 

pimpinan untuk diberi intruksi dalam 

lembar disposisi. Menurut observasi 

penulis, proses distribusi surat ini belum 

dapat dikatakan baik karena masih 

dilakukan dengan dua metode, yaitu 

manual dan elektronik. Hal itu 

menyebabkan surat yang diterima dan 

diproses pimpinan akan double. Selain itu, 

adanya Srikandi sebagai media pencatatan 

surat bertujuan untuk lebih 

mempersingkat beban kerja dan 

mengurangi penggunaan kertas (paperless) 

sehingga semakin meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi baik dalam pekerjaan 

ataupun fasilitasi kebutuhan peralatan ATK. 

6) Penyimpanan Surat 

Proses terakhir dari pengurusan surat 

ialah penyimpanan atau pengarsipan secara 

sistematis guna memudahkan penelusuran 

dan pemanfaatan dokumen di masa 

mendatang. Untuk penyimpanan secara 

manual, surat masuk yang diterima dan 

didisposisikan akan disimpan dalam map 

arsip sesuai klasifikasi perihal, kemudian 

diletakkan di rak atau lemari arsip. 

Sementara itu, untuk penyimpanan secara 

elektronik, surat masuk yang telah dipindai 

akan diunggah ke sistem aplikasi kearsipan 

digital yang dimiliki BKPPD, seperti SKD 

(Sistem Kearsipan Dinamis) Kabupaten 

Magelang. Dokumen yang disimpan 

diunggah ke SKD yang memuat infromasi 

penting seperti nomor surat, asal surat, 

tanggal terima, dan perihal sehingga dapat 

diakses dengan mudah oleh pejabat atau 

staf berwenang. Proses penyimpanan ini 

bertujuan untuk menjaga keamanan, 

keteraturan, dan keberlanjutan dokumen 

dalam mendukung kelancaran administrasi 

dan pelayanan publik di BKPPD Kabupaten 

Magelang. 

Menurut observasi yang dilakukan 

penulis, penyimpanan atau pengarsipan 

surat masuk di BKPPD Kabupaten 

Magelang dinilai cukup baik. Secara 

elektronik, pemberkasan surat masuk 

dilakukan secara teratur setiap hari Jum’at 

sehingga berkas surat masuk dalam minggu 

tersebut dapat segera diarsipkan tanpa ada 

yang terlewat. Selain itu, dengan 

menggunakan media SKD, surat masuk 

yang diupload sudah otomatis masuk ke 

dalam pemberkasan arsip dengan 

keterangan tahun masa aktif arsip. 

Sedangkan pengarsipan secara manual 

dilakukan setahun sekali sehingga 

menyebabkan menumpuknya dokumen- 

dokumen di lemari arsip tanpa kejelasan 

klasifikasi arsipnya. Hal ini disebabkan 

kurangnya petugas arsip yang kompeten. 

Maka dari itu, perlu adanya perubahan 

kebijakan mengenai alur penyimpanan 

arsip baik dari segi prosedur maupun segi 

sumber daya manusia. 

f. Masalah yang Ditemukan 

Di tengah meningkatnya keutuhan 

akan layanan administrasi yang cepat, 

akurat dan terintegrasi, pengurusan surat 

masuk di BKPPD Kabupaten Magelang 

menghadapi sejumlah tantangan yang 

berpengaruh terhadap efektivitas kerja. 

Meskipun sistem pengurusan surat masuk 

telah mengadopsi pendekatan elektronik 

teknis dan non teknis yang menghambat 

tercapainya kinerja optimal. Permasalahan-

permasalahan tersebut perlu diidentifikasi 

secara menyeluruh agar dapat dilakukan 

evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. 

Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Fasilitas penunjang operasional 

terbatas;  

Salah satu kendala utama dalam 

pengurusan surat masuk adalah masih 

terbatasnya fasilitas pendukung terutama 

perangkat elektronik seperti komputer dan 

scanner. Kondisi ini menjadi hambatan 

serius ketika volume surat masuk 

meningkat, sementara perangkat tidak 

memadai untuk melakukan pemindaian, 

pencatatan, dan distribusi secara simultan. 
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Ruang arsip yang terbatas dan peralatan 

ATK yang kurang optimal juga turut 

berkontribusi terhadap lambatnya proses 

penyimpanan dan penggandaan surat. 

Padahal ketersediaan fasilitas yang 

memadai merupakan prasyarat penting 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

efisien dan responsif terhadap dinamika 

pelayanan publik. 

2. Kurangnya kapasitas staf administrasi 

Kosongnya posisi petugas Front 

Office mengakibatkan distribusi beban 

kerja tidak merata. Tugas-tugas seperti 

penerimaan, pengecekan, dan penggandaan 

surat masuk sepenuhnya dibebankan 

kepada Staf Administrasi, yang pada 

kondisi tertentu harus digantikan oleh 

arsiparis jika staf utama sedang cuti atau 

bertugas di luar kantor. Akibatnya, terjadi 

tumpang tindih peran yang tidak hanya 

berpotensi menimbulkan kekeliruan 

prosedur, tetapi juga memperlambat proses 

disposisi dan tindak lanjut surat. Kondisi ini 

menunjukkan pentingnya stabilitas struktur 

organisasi dan keterpenuhan jabatan teknis 

dalam mendukung keberlanjutan alur kerja 

yang konsisten. Oleh karena itu, penting 

untuk segera mengisi jabatan yang kosong 

guna memastikan beban kerja lebih merata 

dan alur kerja tetap tertib. 

3. Kurangnya kompetensi SDM dalam 

pengurusan surat elektronik. 

Implementasi sistem administrasi 

elektronik memerlukan dukungan SDM 

yang memiliki kompetensi teknis di bidang 

teknologi informasi. Namun demikian, 

masih ditemukan bahwa sebagian staf 

belum menguasai secara menyeluruh 

penggunaan aplikasi Srikandi dan sistem 

pendukung lainnya. Keterbatasan 

pemahaman ini menyebabkan keterlambatan 

dalam penginputan data, kesalahan 

pencatatan hingga ketergantungan pada 

metode manual. Kondisi tersebut berpotensi 

menghambat kelancaran alur kerja 

administrasi, menurunkan efisiensi 

pelayanan, serta meningkatkan risiko 

kehilangan atau kerusakan dokumen 

akibat pengelolaan yang kurang optimal. 

4. Prosedur manual dan elektronik 

berjalan bersamaan 

Pelaksanaan prosedur surat masuk 

masih menggunakan dua jalur, yaitu 

manual dan elektronik, yang menyebabkan 

duplikasi pencatatan dan berpotensi 

menimbulkan ketidaksesuaian data. Proses 

ini juga memperpanjang waktu kerja karena 

surat yang sama harus dicetak ulang untuk 

diproses kembali dalam bentuk fisik. Selain 

menimbulkan risiko inkonsistensi data, 

kondisi ini juga bertentangan dengan 

prinsip paperless yang menjadi semangat 

utama digitalisasi birokrasi. Konsekuensi 

dari kondisi ini tidak hanya berupa 

pemborosan sumber daya, seperti kertas, 

tinta, dan waktu kerja, tetapi juga berpotensi 

menurunkan akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan administrasi surat. 

Ketergantungan pada jalur manual dapat 

menyebabkan keterlambatan dalam 

pendistribusian informasi, meningkatkan 

risiko kehilangan dokumen, serta 

menyulitkan proses pelacakan dan audit 

internal. 

5. Keterlambatan proses disposisi akibat 

kurangnya komunikasi 

Fungsi disposisi pimpinan sebagai 

arahan tindak lanjut surat seharusnya 

diimbangi dengan koordinasi aktif dari 

setiap bidang yang menerima perintah 

tersebut. Namun, dalam praktiknya, surat 

yang telah diberi disposisi tidak selalu 

segera diproses oleh bidang terkait. 

Kurangnya komunikasi lintas bidang 

menjadi penyebab utama keterlambatan 

pelaksanaan instruksi pimpinan sehingga 

dapat menurunkan kualitas pelayanan dan 

menghambat pencapaian target kerja. 

6. Penyimpanan arsip manual belum 

tertata secara optimal 

Penyimpanan arsip manual di 

BKPPD Kabupaten Magelang menghadapi 

kendala serius akibat keterbatasan petugas 

arsip yang kompeten dan ketidakteraturan 

jadwal pemberkasan, sehingga 

menimbulkan penumpukan dokumen tanpa 

klasifikasi yang jelas. Kondisi ini 

berimplikasi pada sulitnya penelusuran 

arsip saat dibutuhkan dan meningkatkan 

risiko kehilangan atau kerusakan dokumen 



Caritas pro Serviam, Volume 51, No. 02, November 2025 

  

46  

penting, yang pada akhirnya menghambat 

kelancaran administrasi dan menurunkan 

akuntabilitas pengelolaan arsip secara 

keseluruhan. 

 

C. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah 

dilakukan di BKPPD Kabupaten Magelang 

penulis memperoleh gambaran nyata 

mengenai praktik administrasi publik, 

khususnya dalam pengurusan surat masuk di 

lingkungan instansi pemerintah. Melalui 

proses observasi langsung, wawancara 

mendalam, dan analisis dokumentasi, 

diperoleh pemahaman bahwa pengelolaan 

surat sudah berjalan cukup baik. Hal 

tersebut bisa dilihat dari hal- hal sebagai 

berikut. 

1. Pengelolaan surat masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang menunjukkan 

kinerja yang cukup optimal. Hal ini 

tercermin dari adanya alur kerja yang 

terorganisir, mencakup proses 

penerimaan, pengecekan, pencatatan, 

pemberian disposisi, distribusi, hingga 

penyimpanan surat. Proses tersebut 

telah dilaksanakan secara terpadu, baik 

secara manual maupun melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, 

seperti aplikasi Srikandi dan Sistem 

Kearsipan Dinamis (SKD), yang turut 

mendukung efektivitas pengelolaan 

arsip surat masuk secara lebih efisien 

dan terdokumentasi dengan baik. 

a. Fungsi surat sudah bisa mendukung 

komunikasi antarinstansi; menjadi bukti 

tertulis, alat pengingat, pedoman kerja 

serta sebagai representasi/wakil 

pengirim. Oleh karena itu, pengurusan 

surat masuk berperan penting dalam 

efektivitas administrasi pemerintahan. 

b. Dalam pengelolaan surat masuk, 

BKPPD Kabupaten Magelang sudah 

mampu menggolongkan surat masuk 

berdasarkan kategori urgensi dan sifat 

dokumen, yakni surat biasa, penting, 

rahasia, dan segera. Sistem klasifikasi 

ini berfungsi sebagai mekanisme 

penyaringan awal agar surat yang 

masuk dapat ditindaklanjuti dengan 

skala prioritas yang sesuai. 

c. Aplikasi sistem elektronik seperti 

Srikandi dan SKD telah memberikan 

kemudahan dalam pencatatan, 

pelacakan, dan pengarsipan surat 

masuk. Namun, dalam pelaksanaannya 

masih terjadi dualisme dengan sistem 

manual yang menyebabkan duplikasi 

kerja, keterlambatan distribusi, dan 

ketidakefisienan alur. 

d. Prosedur pengurusan surat masuk 

sudah sistematis namun masih 

menghadapi kendala teknis dan 

struktural. Prosedur pengurusan surat 

masuk yang terdiri dari tahapan 

penerimaan, pengecekan, pencatatan, 

pemberian disposisi, distribusi, dan 

penyimpanan telah berjalan sesuai 

struktur kerja yang ditetapkan. Namun 

keterbatasan jumlah petugas dan beban 

kerja yang tidak seimbang 

menyebabkan munculnya risiko 

keterlambatan dan tidak meratanya 

distribusi tugas. 

e. Fasilitas penunjang pengelolaan surat 

masuk sudah tersedia namun belum 

termanfaatkan secara maksimal. 

Fasilitas seperti komputer, printer, 

scanner, dan filing cabinet berada 

dalam kondisi baik. Akan tetapi, 

keterbatasan pelatihan penggunaan 

serta belum adanya kebijakan 

pemeliharaan berkala menyebabkan 

fasilitas ini belum memberikan 

kontribusi optimal terhadap efisiensi 

kerja. 

f. Masalah yang ditemukan meliputi: 

Fasilitas penunjang operasional 

terbatas, kurangnya kapasitas staf 

administrasi, kurangnya kompetensi 

SDM dalam pengurusan surat 

elektronik, prosedur manual dan 

elektronik masih berjalan bersamaan, 

keterlambatan proses disposisi akibat 

kurangnya komunikasi serta 

penyimpanan arsip manual belum 

tertata secara optimal. 

Secara umum, pengelolaan surat 

masuk di BKPPD Kabupaten Magelang 
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menunjukkan kemajuan dalam hal sistem, 

teknologi, dan kelengkapan fasilitas. Meski 

demikian, upaya perbaikan dan penguatan 

kapasitas tetap diperlukan agar proses 

pengurusan surat masuk dapat berjalan lebih 

efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam 

mendukung reformasi birokrasi dan 

pelayanan publik. 

Meskipun pengelolaan surat telah 

berjalan dengan cukup baik, masih terdapat 

sejumlah kendala yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih lanjut agar kualitas layanan 

semakin optimal juga dapat terindentifikasi 

dengan baik untuk pencarian solusi 

perbaikan yang tepat. Beberapa kekurangan 

yang masih ditemui antara lain: 

1. Fasilitas penunjang operasional 

terbatas; 

2. Kurangnya kapasitas staf administrasi; 

3. Kurangnya kompetensi SDM dalam 

pengurusan surat elektronik; 

4. Prosedur manual dan elektronik 

berjalan bersamaan; 

5. Keterlambatan proses disposisi akibat 

kurangnya komunikasi; 

6. Penyimpanan arsip manual belum 

tertata secara optimal. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil 

observasi dan analisis yang telah dilakukan, 

penulis memberikan saran yang bersifat 

konstruktif dan aplikatif untuk menjadi 

langkah perbaikan yang tepat serta 

mendukung peningkatan kualitas 

pengurusan surat masuk di BKPPD 

Kabupaten Magelang, sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perlu dilakukan pengadaan 

atau pembaruan fasilitas seperti 

komputer, scanner, server 

penyimpanan, dan jaringan internet 

yang memadai. Selain itu, penerapan 

aplikasi manajemen surat berbasis 

cloud dapat menjadi solusi jangka 

panjang yang fleksibel mengikuti 

perkembangan teknologi. 

2. Sebaiknya perlu dilakukan 

pendistribusian pegawai berdasarkan 

skala prioritas kebutuhan kerja pada 

masing-masing bidang, agar tercipta 

keseimbangan beban tugas serta 

efektivitas pelaksanaan kegiatan. 

Penempatan pegawai yang tepat sesuai 

urgensi dan volume pekerjaan akan 

mendukung kelancaran operasional 

harian serta meminimalkan 

penumpukan tugas pada bidang-bidang 

tertentu yang berisiko menurunkan 

produktivitas dan kualitas pelayanan. 

3. Sebaiknya perlu dilakukan peningkatan 

kompetensi melalui pelatihan teknis 

dan bimbingan berkala agar pegawai 

lebih terampil dalam pengelolaan surat 

elektronik, penggunaan perangkat 

kerja atau platform digital terkini 

sehingga kinerja lebih efisien dan 

pelayanan publik semakin optimal. 

4. Sebaiknya perlu dilakukan pengalihan 

pencatatan surat dari Buku Agenda 

manual ke Buku Agenda digital secara 

bertahap dan menyeluruh. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari 

duplikasi pencatatan, mempercepat 

akses data, dan meminimalisasi 

kesalahan penulisan. Penggunaan 

Buku Agenda digital dapat 

menggunakan format pada gambar 6 

atau link sebagai berikut:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

1CBMr2Fa5v4lksoVh2P3ZloW_m 

zKpQNgzrT74yo1LC9Y/edit?usp=shar

ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBMr2Fa5v4lksoVh2P3ZloW_m
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBMr2Fa5v4lksoVh2P3ZloW_m
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBMr2Fa5v4lksoVh2P3ZloW_mzKpQNgzrT74yo1LC9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBMr2Fa5v4lksoVh2P3ZloW_mzKpQNgzrT74yo1LC9Y/edit?usp=sharing


Caritas pro Serviam, Volume 51, No. 02, November 2025 

  

48  

Gambar 6 

Format Buku Agenda Digital 

Sumber: Data primer diolah, 2025 

 

5. Sebaiknya dilakukan penguatan 

koordinasi antarbidang melalui sistem 

monitoring disposisi dengan 

memanfaatkan platform komunikasi 

internal seperti Microsoft Teams untuk 

mempercepat koordinasi disposisi surat 

dan setiap surat yang telah diberi 

arahan pimpinan dapat segera 

ditindaklanjuti oleh bidang terkait 

secara cepat dan akurat. 

6. Sebaiknya perlu dilakukan 

penjadwalan pengarsipan secara 

periodik dan penyusunan klasifikasi 

dokumen yang lebih sistematis. Agar 

pengelolaan dokumen berjalan efektif, 

kegiatan pengarsipan surat masuk 

harus dilakukan lebih sering, misalnya 

setiap bulan. Selain itu, penting pula 

untuk melakukan digitalisasi arsip 

secara bertahap untuk mempermudah 

akses dan pengelolaan arsip secara 

tepat dan aman. 

Dengan implementasi saran-saran 

tersebut, diharapkan proses pengurusan 

surat masuk di BKPPD Kabupaten 

Magelang dapat menjadi lebih responsif, 

transparan, dan profesional. Hal ini akan 

memberikan kontribusi signifikan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi publik dan memperkuat posisi 

BKPPD sebagai garda terdepan dalam 

manajemen kepegawaian daerah. 
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